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TENTANG

PENETAPAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS UNTUK HUTAN
PENELITIAN WONOGIRI PADA KAWASAN HUTAN PRODUKS] TETAP
DI KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH SELUAS 93,34
(SEMEILAN PULUN TIGA DAN TIGA PULUH EMPAT PERSERATUS) HEKTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004, dalam rangka pengukuhan
kawasan hutan perlu dilakukan penetapan kawasan

hutan untuk memberi kepastian hukum atas
kawasan hutan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor SK. 60/Menhut-11/2004 tanggal 1 Maret 2004
telah dilakukan Penunjukan Kawasan Hutan Dengan
Tujuan Khusus seluas + 93 (sembilan puluh tiga)
hektar pada kawasan hutan produksi terbatas di
Kecamatan Wonogird, Kabupaten Wonogiri, Provinsi
Jawa Tengah, sebagai Hutan Penelitian Wonogiri;

¢. bahwa kawasan hutan penelitian  sebagaimana
dimaksud dalam huruf b telah terdapat batas
kawasan hutan berupa pemasangan tanda batas;

d. bahwa terhadap kawasan hutan  penelitian
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf ¢
telah dilakukan pemetaan sehingga memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf g sampai dengan d perlu
menetapkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan
Dengan Tujuan Khusus Untuk Hutan Penelitian
Wonogiri Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di
Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undane Namar 10 Tahin nnna.
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang,;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015
tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan;

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Seluruh
Jajaran Organisasinya;

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014 - 2019;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-

II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik
Kehutanan Skala 1 : 250.000;

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44 /Menhut-

I[/2012  tentang Pengukuhan Kawasan Hutan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.62/Menhut-11/2013;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P. 18.MenLHK-I1/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.93/MenLHK/Sekjen/KUM. 1/12/2016 tentang
Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;

. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.35%/Menhut-11/2004 tentang Perubahan
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
Nomor 435/Kpts-I1/1999 tanggal 15 Juni 1999

tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah
Provinsi Jawa Tengah;
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- Keputusan Menter: Kehutanan Nomor SK.
60/ Menhut-11/2004 tentang Penunjukan Kawasan
Hutan Dengan Tujuan Khusus seluas * 93 (sembilan
puluh tiga) hekiar yang terletak di Kecamatan
Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah,
sebagai Hutan Penelitian Wonogiri;

18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.220/Menhut-11/2014 tentang Pelimpahan
Wewenang Menteri  Kehutanan Kepada Direktur
Jenderal Planolegi Kehutanan untuk  Atas Nama
Menteri  Kehutanan Menandatangani Keputusan

Menter: Kehutanan tentang Penetapan Kawasan
Hutan;

1 Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Dengan
Tujuan Khusus (KDTK) Hutan Penelitian Wonogiri
Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten

Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Desember
2004;

[\

Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 lembar
1408-324 per tahun 201;

3 Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12
Kementerian dan Lembaga, tanggal 11 Maret 2013

tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan
Indonesia;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTER] LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN  TENTANG PENETAPAN KAWASAN
DENGAN TUJUAN KHUSUS UNTUK HUTAN PENELITIAN
WONOGIRI PADA KAWASAN HUTAN PRODUKS! TETAP
DI KABUPATEN WONOGIRI PROVINS!I JAWA TENGAH
SELUAS 93,34 (SEMBILAN PULUH TIGA DAN TIGA
PULUH EMPAT PERSERATUS) HEKTAR,

Menetapkan kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
Untuk Hutan Penelitian Wonogiri Pada Kawasan Hutan
Produksi Tetap Di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa

Tengah Seluas 93,34 (Sembilan Puluh Tiga Dan Tiga
Puluh Empat Perseratus) hektar.,

KEDUA...
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KEDUA : Tanda batas di lapangan berupa pal batas dan di peta
berupa garis batas dan titik yang menyatakan koordinat
ietak pal batas kawasan hutan dimaksud Amar KESATU
mengacu pada peta tata batas kawasan hutan dengan
tjuan khusus hutan penelitian Wonogirl pada kawasan
hutan produksi tetap, Kabupaten Wonogiri, Provinsi
Jawa Tengah tanggal 4 Desember 2004.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2017

Salinan sesuai dengan aslinya a.n.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
Kepala Bagian Hukum KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
dan Kerjasama Teknik, Plt. DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
- KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,
ttd.
ENDI SUGANDI YUYU RAHAYU
NIP. 19651123 199803 1 005 NIP. 19581030198203 1 004

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth -

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Gubernur Jawa Tengah;

Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Bupati Wonogiri;

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri;

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan
Tanamean Hutan Yogyakarta ;

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta.
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